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PENDAHULUAN

A. Latar Gelalsag Masalah

Setiap orang yang bekerja temmu saja akan mendapmnkan penghasilan dan
pekenaammya tersebut. Oemtlaap juga dengan pegawai atau karyawan yang
bekenja pada setamh perusahaan atanpun instans) penennmhan, fetunya akan
mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut dengan gaji. Amas
penghasilan yang diterima dan pekeriaan yang dilakukarmya, pemetintah akan
merank pajak dan penghasilan teisebut. Pajak yang berlaku bagi peggway
adatah peajak penghasilan pasal 21. “Pajak penghasilan pasal 21 menpakan
pajok yang terutang atas penghasilan yang memjadi kewajiben wajib pajak
umok membayamya. Penghasilan yang dimakwad dapat berupa Gaji, upah,
bonoranum tugjangan dan pembayaran iain dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau keglasan yang dilakukan oleb wajib pajak orang
pnbadi dalam negen sebagasmana telah diatur dalam undang-undang PPh
pasal 21”(Resmi 2008:143).

Peraturan perundang-undangze yang mengpha besarpya tanf pajak, tate
cara pembayaran dan pelapofan pajok penghasilan di Indonesia edalah
Undang-Uedang (UU) No.7 Tahun 1983 yang telah di sempumnalen dengan
UU Nomor 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994,di sempurnakan lagi dalam
UU No. 17 Tabun 2000 serta di sempurnakan kembali dalam UU No. 36

Tahun 2008 (www.pajak .com).



Undang-undang pajak penghasilan pasal 21 telah menctapkan sistero
pajak secara withholding t1ax system. Withholding Tax System yaitu suatu
siskesn  yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan
pemotongan atas Pajaknya orang lain. Dengan sistern ini, pihak yang
melakukap Uansalsi ekonomi wajib menghitung pajak dan melakukan
penglyungan besarpya pajak peaghasilan atas penghasilan yang diterima oleh
Seap peggwai atau  karyawan, caka akan langsung dilalukan perocicreED
PPh pasai 21 oleh instansi atau perusahzzm tersebut

Pihsk-pihak yang tomasuk dalam pemotoggan PPh pasal 21 adalah
pihak pemberi kerja yang lerdin atas orang pribadi dan badan, perusahaan,
badan dan bentuk Usaha Tetap (BUT), bendaharawan pemerinizh baik
pemerimab pusat maupun pemerimab daerab / pemnda, dana pensiun badan
peoyetenggara Jaminan Sosia) Tetaga Kerja (Jomsostek), yayasan, esosas,
iembags, organises; masa, orgamsas sosial, politik, kepanitiaan, periarppulen
dan orgaeiss lainsya sena organisasi iemssiona) yang telah ditenfukan
berdaserian Keputusan Menten Keuangan” (Resmi, 2008:143). Dalam
melakukap Penyetoran Pajak Tervteng, pemberi kerja menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP), sedangl@n dalam melaporkan pajak teanang peraberi
kerja menggunakan Surat Pembentahuan (SPT). (Resmi, 2008).

Pengaruh pemotongan PPh pasal 21 menunt UU No. 36 Tahun 2008
terhadap pembayaran gaji dapat dhhat dan besar gaji sebelum ddakukan
pemotongan PPh pasal 21 dan setelah dilakulean pemotongan PPh pasal 21,

dapat di likat berapa bessr pemofongan yang dikenakan terhadap gaji



